Kongres III MAPN

RINGKASAN USULAN AMANDEMEN ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART) MAPIN


	Amandemen
	Pasal

	1


	ANGGARAN RUMAH TANGGA

MASYARAKAT PENGINDERAAN JAUH INDONESIA

(INDONESIAN SOCIETY FOR REMOTE SENSING)
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	Pasal 1

STATUS ORGANISASI

Nama himpunan ini adalah Masyarakat Penginderaan Jauh Indonesia, disingkat MAPIN dan dalam bahasa Inggrisnya disebut INDONESIAN SOCIETY FOR REMOTE SENSING, merupakan organisasi profesi, yang bersifat nirlaba dan berada dalam lindungan serta ketentuan hukum yang berlaku di Negeri Republik Indonesia.
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	Pasal 2

PENGURUS

(4) Masa jabtan Pengurus adalah empat tahun, dan dapat dipilih kembali pada Rapat Anggota, yang diatur dalam ketentuan mengenai pemilihan Pengurus.
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	Pasal 4

PENGURUS KOMISARIAT

(6) Masa kerja Pengurus Komisariat adalah empat tahun
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	VII. PENGURUS

6. Masa jabatan Pengurus adalah empat tahun



	Amandemen
	Pasal

	1
	ANGGARAN RUMAH TANGGA

MASYARAKAT AHLI PENGINDERAAN JAUH INDONESIA

(INDONESIAN SOCIETY FOR REMOTE SENSING)



	2
	Pasal 1

STATUS ORGANISASI

Nama himpunan ini adalah Masyarakat Ahli Penginderaan Jauh Indonesia, disingkat MAPIN dan dalam bahasa Inggrisnya disebut INDONESIAN SOCIETY FOR REMOTE SENSING EXPERTS, merupakan organisasi profesi, yang bersifat nirlaba dan berada dalam lindungan serta ketentuan hukum yang berlaku di Negeri Republik Indonesia.
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	Pasal 2

PENGURUS

(4) Masa jabtan Pengurus adalah tiga tahun, dan dapat dipilih kembali pada Rapat Anggota, yang diatur dalam ketentuan mengenai pemilihan Pengurus.
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	Pasal 4

PENGURUS KOMISARIAT

(6) Masa kerja Pengurus Komisariat adalah tiga tahun


	5
	VII. PENGURUS

6. Masa jabatan Pengurus adalah tiga tahun



	Amandemen
	Pasal

	6


	Pasal 8

KEWAJIBAN ANGGOTA

Anggota berkewajiban:

a. Membayar uang pangkal kepala pengurus Pusat ataupun Pengurus Komisariat sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) bagi Anggota Biasa, Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) Anggota Mahasiswa, dan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) bagi Anggota Lembaga.

b. Membayar uang iuran tiap tahun kepada Pengurus Pusat ataupun Pengurus Komisariat sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) bagi Anggota Biasa, Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) bagi Anggota Mahasiswa dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) bagi Anggota Lembaga.

c. Mematuhi segala ketentuan-ketentuan organisasi.

d. Memajukan dan mendorong serta menjaga nama baik organisasi dalam mencapai tujuan. 



	7


	Pasal 9

PEMBERHENTIAN ANGGOTA

(1). Keanggotaan berhenti karena:

Sub ayat ini sebelumnya tidak ada



	Amandemen
	Pasal

	6
	Pasal 8

KEWAJIBAN ANGGOTA

Anggota berkewajiban:

e. Membayar uang pangkal kepala pengurus Pusat ataupun Pengurus Komisariat sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) bagi Anggota Biasa, Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Anggota Mahasiswa, dan Rp. 3.000.000,- (tiga  juta rupiah) bagi Anggota Lembaga.

f. Membayar uang iuran tiap tahun kepada Pengurus Pusat ataupun Pengurus Komisariat sebesar Rp. 100.000,- (lima belas ribu rupiah) bagi Anggota Biasa, Rp. 50.000,- (sepuluh ribu rupiah) bagi Anggota Mahasiswa dan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) bagi Anggota Lembaga.

g. Mematuhi segala ketentuan-ketentuan himpunan.

h. Memajukan dan mendorong serta menjaga nama baik himpunan dalam mencapai tujuan. 
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	Pasal 9

PEMBERHENTIAN ANGGOTA

(1). Keanggotaan berhenti karena:

d. Tidak membayar iuran anggota selama satu tahun tanpa pemberitahuan kepada Pengurus




	Amandemen
	Pasal
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	BAB ini sebelumnya tidak ada

Pasal 20 lama menjadi Pasal 22




	Amandemen
	Pasal
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	BAB V

PELAKSANAAN FUNGSI PENGEMBANGAN SISTEM KUALIFIKASI KEAHLIAN

Pasal 20

SISTEM KUALIFIKASI KEAHLIAN PENGINDERAAN JAUH INDONESIA

(1) Sistem Kualifikasi Keahlian Penginderaan Jauh Indonesia adalah suatu tatanan proses pengukuran tingkat keahlian teknis dari anggota atau individu pelaku pemanfaatan penginderaan jauh dan Sistem Informasi Geografis.

(2) Tatanan proses pengukuran kualifikasi keahlian seperti dimaksud pada ayat (1) pasal ini disusun oleh suatu Panitia Teknis dan disahkan dalam Rapat Anggota.

(3) Pengakuan kualifikasi keahlian dinyatakan dalam bentuk Surat Pengakuan Kualifikasi Keahlian Penginderaan Jauh Indonesia yang ditanda tangani oleh Ketua Panitia Penguji dan oleh Pengurus Pusat.




	Amandemen
	Pasal

	9


	BAB ini sebelumnya tidak ada

Pasal 21 lama menjadi Pasal 23




	Amandemen
	Pasal
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	Pasal 21

SERTFIFIKASI TENAGA PROFESIONAL PENGINDERAAN JAUH 

(1) Pengurus Pusat menyebarluaskan informasi tentang Sistem Kualifikasi Keahlian Penginderaan Jauh Indonesia kepada masyarakat, termasuk kepada organisasi profesi lain dan lembaga-lembaga sertifikasi.

(2) Pengurus Pusat dapat menggalang kerjasama dan membentuk federasi dengan organisasi profesi lain untuk keperluan penyelarasan Sistem Kualifikasi Keahlian seperti dimaksud pada Pasal 20.

(3) Pengurus Pusat dapat mengikat perjanjian kerjasama dengan organisasi profesi lain dan dengan lembaga-lembaga sertifikasi untuk keperluan penyetaraan kualifikasi dan untuk keperluan sertifikasi tenaga dan jasa profesional yang terkait dengan penginderaan jauh.




Usulan perubahan ditulis dengan huruf tebal bergaris bawah
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